GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2008
TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN,
PAKAIAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 80 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 telah diatur
mengenai tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan,
pakaian dinas dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;,

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya kenaikan atau
penyesuaian tarif premi asuransi kesehatan dipandang perlu
untuk menyempurnakan ketentuan/pengaturan mengenai
tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomar 80 Tahun 2008
tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan,
Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota

DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
1814),

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rl Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004  Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maijelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5043);

Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4416)
sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rl
Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4712),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 MNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4578);



Menetapkan

3=

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15
Seri E) sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2008
tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan,
Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008
Nomor 5 Seri G).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN PERUMAHAN,
PAKAIAN DINAS DAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal |

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2008
tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian
Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri G)
diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan

tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.



(2)

(3)

4)

-

Tunjangan  pemeliharaan  kesehatan dan  pengobatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
pembayaran premi asuransi kesehatan kepada setiap anggota
DPRD beserta seorang isteri'suami dan dua orang anak
kandung atau anak angkat (yang dibuktikan dengan bukti
pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku) sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus

lima puluh ribu rupiah) per jiwa per bulan.

Anak kandung dan anak angkat yang mendapat tunjangan
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah anak yang masih memenuhi
persyaratan dan batasan usia sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Disamping tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pimpinan dan anggota DPRD diberikan
pula fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa general check up
sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun yang besamya sesuai
dengan ketentuan dari Rumah Sakit Pemerintah setempat dan

tidak diberikan dalam bentuk uang.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 ‘Séptember = 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAAN
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ! “Geptember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2010 NOMOR 7 SERIG



